Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) serta meningkatkan
kesejahteraan dan keadilan bagi Aparatur Sipil Negara,
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai harus
didasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas,
akuntabilitas, dan keseimbangan guna memotivasi
peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu
menyempurnakan pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif
Lainnya;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum,
sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;
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Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
155);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Bojonegoro Nomor
13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Bojonegoro

Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 30) yang telah beberapa kali

diubah denganPeraturan Bupati Bojonegoro:

a. Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2025 Nomor 7);
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Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2024
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro (Berita Dacrah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2026 Nomor 8);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan
kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah.

(2) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

3)

(5)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

kepada:

a. Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Pengawas
Sekolah, Kepala Sekolah, Guru baik yang
bersertifikasi, Calon PNS formasi Guru, dan PPPK
Tenaga Guru;

b. Pegawai ASN yang ditugaskan pada Badan Layanan
Umum Daerah; dan/atau

c. Pegawai ASN yang menerima insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah.

Pegawai ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dapat menerima TPP berdasarkan

kriteria lainnya, kecuali bagi Pegawai ASN pada UOBF,

Rumah Sakit Umum Daerah Kepohbaru dan Rumah

Sakit Umum Daerah Temayang.

Penerima dan besaran TPP berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi

urusan pendidikan.

Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c ditetapkan oleh keputusan Bupati.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 23.
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i)
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